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INTISARI 

 

Judul Skripsi Penulis Adalah: Analisis Yuridis Pembatalan Putusan 

Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung 

Dalam Tindak Pidana Pengabaian Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa 

Keuangan. Rumusan Masalahnya yang dikaji adalah: mengapa pengadilan negeri 

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tetapi dibatalkan oleh 

mahkamah agung dengan putusan pemidanaan.Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif yakni dalam hal ini penulis 

mendeskripsikan atau mengambarkan, menguraikan serta menjelaskan. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu merupakan 

kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang menjadi objek penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka yang 

menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. AlasanPengadilanNegeriMenjatuhkanPutusanLepas Dari 

SegalaTuntutanHukum: 

a. TerdakwaBukanDirekturUtama. 

b. TerdakwaTidakTepatDidakwaDenganPasal 53 Ayat (1) Undang-

UndangTentangOtoritasJasaKeuangan. 

2. AlasanMahkamahAgungMenjatuhkanPutusanPemidanaan: 

a. Perusahaan Menerbitkan Data Fiktif; 

1) DebiturFiktif. 

2) PiutangFiktif. 

b. TerdakwaSelakuKomisarisUtamaMemberikanPernyataanJaminanPenandat

angananPenerbitan MTN KepadaDirekturUtama. 

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Pengabaian Wewenang 

Otoritas Jasa Keuangan 
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